
 

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG  

 
NOMOR 48 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 50 TAHUN 2013 

TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG  

 
Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan Di Kabupaten Bandung; 

  b. bahwa sehubungan dengan mekanisme penghapusan 

piutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan 

Piutang Negara/Daerah belum tercantum dalam ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka peraturan 

bupati dimaksud perlu diubah dan disesuaikan;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 

50 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di 

Kabupaten Bandung. 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4999); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

  4. 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3987); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 

 

 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomlor 

4488); 

 

 

 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomlor 4578); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 

Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5179); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam 
Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 
2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak 
Daerah; 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 2); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 

Nomor 17); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2011 Nomor 1); 
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 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2013 Nomor 12); 

 

 

 

 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 9); 

 

 

 

 

 24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bandung (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor     
39 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan 
Akuntansi Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2013 Nomor 39). 

  25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2012 tentang 
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 36) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bandung Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 tahun 2012 tentang 
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 29); 

  26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Bentuk Isi Formulir dan Klasifikasi Penetapan Nilai Jual 

Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 

Nomor 37); 

  27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2013 Tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten 
Bandung (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 

Nomor 50). 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANDUNG NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG TATA 
CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG 
   

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 
50 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak 

Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten 
Bandung (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 

Nomor 50), diubah sebagai berikut : 
 

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 
Pasal 1 A sehingga Pasal 1 A berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 1 A 

 
(1) Untuk menyelesaikan penghapusan Piutang Pajak Bumi 

Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati 
membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 
(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi meliputi Sekretariat Daerah, OPD yang 
membidangi pengawasan, Keuangan, Aset, hukum, dan 

OPD terkait lainnya. 
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertanggungjawab kepada Bupati. 
 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut:  
 

Pasal 5 
 

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang 
pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5, wajib dilakukan penelitian administrasi 
dan/atau penelitian lapangan oleh Bidang Pendapatan II. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Peneliti PBB P2, Jurusita PBB P2, dan para Kepala 

Seksi pada Bidang Pendapatan II yang hasilnya 
dituangkan dalam berita acara hasil penelitian yang 

disahkan oleh Kepala Bidang Pendapatan II. 

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang 
pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk 

menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat 
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan. 

 
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut:  
 

Pasal 6 
 

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Bidang 

Pendapatan II menyusun daftar usulan penghapusan 
piutang pajak. 

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. 

(3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak 
yang telah dilakukan penelitian untuk diusulkan 

penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk 

mendapat pertimbangan. 

 

4. Ketentuan Pasal 9 dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 12 Agustus 2014 
  

 BUPATI BANDUNG 
  

 TTD 
  

 DADANG M. NASER 
  

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 12 Agustus 2014  

  
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

 

  

TTD  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2014  NOMOR 48 

 
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 
              Pembina 

NIP. 19740717 199803 1 003 


